
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 48 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR BALI NOMOR 123 TAHUN 2011 
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL 

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR BALI, 

 

Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali telah ditetapkan 

Peraturan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 2011 tentang 
Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali; 

 
  b. bahwa Peraturan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 2011 

tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sudah tidak sesuai 
dengan kondisi dan kebutuhan saat ini dan tidak ada 

peraturan dan perundang-undangan yang melandasinya 
sehingga perlu diubah; 

 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali 
Nomor 123 Tahun 2011 tentang Pemberian Penghargaan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah 

Provinsi Bali; 
 
Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara 
Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 1649); 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 



 

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, 

Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023); 

 
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 5234); 
 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1954 tentang 

Pekerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1954 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 567); 

 
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang 

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 
Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008     

Nomor 141); 
 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 

Wewenang Pengangkatan, Pemindahan  dan Pemberhentian 
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4263); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  



 

 
 

 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 

Tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010      

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indosesia 
Nomor 5115); 
 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 59  Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 2009 

tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 12, 
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 12); 

 
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia   

Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                  
Tahun Anggaran 2013; 

 
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 2011 tentang 

Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri Sipil di 
Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 123); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN GUBERNUR BALI  NOMOR 123 TAHUN 2011 
TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI 

 
Pasal I 

 
Ketentuan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 123 Tahun 
2011 tentang Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai Negeri 

Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah 
Provinsi Bali Tahun 2011 Nomor 123) diubah sebagai berikut: 
 

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga seluruhnya menjadi 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 2 

 

Bentuk Tanda Penghargaan berupa: 
a. Kain endek tenunan khas Daerah Bali; dan 

b. Piagam berbingkai figura. 
 



 

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a dan huruf d dihapus. 
 

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga seluruhnya menjadi 
berbunyi sebagai berikut: 
 

Pasal 4 
 

Penghargaan yang diberikan bagi PNS sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c, adalah Kain endek 
tenunan tradisional khas Bali dengan ukuran dua setengah 

meter. 
 
4. Ketentuan Pasal 11 dihapus. 

 
5. Ketentuan Pasal 14 dihapus.  

 
Pasal II 

 

Peraturan Gubernur Bali ini mulai pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
 

Ditetapkan di Denpasar 

pada tanggal  28 Nopember 2012 
 

GUBERNUR BALI, 
 
 

 
MADE MANGKU PASTIKA 
 

 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal 6 Desember 2012 
 
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI 

 
 

 
              I MADE JENDRA 
 

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2012 NOMOR 48 


